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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Negara hukum (rechtsstaat) merujuk pada suatu sistem 

 pemerintahan di mana semua tindakan pemerintah dan individu harus 

 berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan. Dalam negara hukum, 

 hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses pembuatan 

 keputusan tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa semua tindakan 

 pemerintah dan masyarakat berlangsung dalam koridor hukum yang jelas 

 dan adil.1 Prinsip utama dari negara hukum adalah bahwa tidak ada seorang 

 pun yang berada di atas hukum dan setiap tindakan yang dilakukan harus 

 memiliki dasar hukum yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  Konsep "negara hukum" mengacu pada gagasan bahwa hukum 

 adalah pilar utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan 

 bernegara. Prinsip ini menegaskan pentingnya supremasi hukum, dimana 

 setiap individu, termasuk aparatur pemerintah, harus bertindak sesuai 

 dengan ketentuan hukum yang ada.2 

  Salah satu kunci dalam mewujudkan negara hukum adalah 

 penerapan tata kelola  pemerintahan yang baik atau good governance, yang 

 mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan 

 
 1 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik , Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 32 

 2 Sadhu Bagas Suratno, Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4 No. 3, Jember,  Universitas Jember, 2017, 

hal. 164 
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 efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan 

 yang baik, yang mencakup mekanisme pengawasan yang efektif terhadap 

 pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, merupakan komponen penting 

 dalam mewujudkan negara hukum. 

  Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik 

 merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan oleh setiap pemerintahan, 

 termasuk pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan yang 

 efektif, transparan, dan akuntabel.3 Konsep ini dikembangkan untuk 

 memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

 yang menjamin kesejahteraan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan 

 pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.4 Dalam good governance, 

 pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang 

 terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dapat 

 membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Salah 

 satu instrumen penting dalam mewujudkan good governance di tingkat 

 daerah adalah keberadaan inspektorat daerah sebagai pengawas internal.  

  Salah satu elemen penting dalam good governance adalah 

 transparansi, yang berarti bahwa kebijakan, prosedur dan proses 

 pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus dilakukan secara terbuka 

 dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini memungkinkan 

 masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah membuat keputusan, 

 
 3 Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, Good Governance (Tata  Kelola 

Pemerintahan Yang Baik), Pustaka Magister, Demak, 2018, hal. 20 

 4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 38 
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 serta bagaimana anggaran dan sumber daya lainnya dikelola. Dengan 

 transparansi, diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, 

 kolusi dan nepotisme yang seringkali merusak integritas pemerintahan. 

  Akuntabilitas juga sangat penting dalam akuntabilitas pejabat 

 publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka di 

 depan hukum dan di hadapan masyarakat. Adanya mekanisme pengawasan 

 yang kuat di dalam pemerintah yang baik mendorong akuntabilitas. Hal ini 

 berlaku baik secara internal melalui lembaga pengawas seperti inspektorat 

 maupun secara eksternal melalui lembaga independen dan masyarakat luas. 

 Selain itu, akuntabilitas memerlukan sistem pelaporan yang jelas dan 

 terbuka sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan meminta 

 perbaikan jika diperlukan. 

  Untuk mewujudkan good governance diperlukan adanya sistem 

 pengawasan yang efektif terhadap setiap aspek penyelenggaraan 

 pemerintahan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

 tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan 

 tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.5 Di tingkat daerah, 

 internal pengawasan ini dilaksanakan oleh inspektorat daerah, yang 

 merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

 disebut OPD yang bertanggung jawab untuk melakukan audit, pengawasan

 dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.6 

 
 5 Lihat Bab I Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

 6 Lihat Bab I Pasal 1 ayat 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah  
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  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ini mengatur bahwa pemerintah daerah wajib 

menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di 

daerahnbaik yang bersifat mandatory maupun discretionary. Tertuang 

dalam Pasal 216 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa 

pengawasan dilakukan oleh kepala daerah yang dibantu oleh inspektorat 

daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang selanjutnya 

disebut APIP.  

  Pengawasan oleh pengawas internal sangat penting dalam 

pemerintahan daerah untuk menjaga integritas, transparansi dan 

akuntabilitas birokrasi dan pejabat publik. Dalam situasi ini, inspektorat 

daerah menjalankan peran strategis sebagai APIP yang mana tugasnya 

adalah untuk memantau, mengawasi dan mengevaluasi bagaimana fungsi 

pemerintahan di tingkat daerah yang dijalankan. 

  Inspektorat daerah berfungsi sebagai aparat pengawas internal 

 pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

 evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Fungsi 

 utama Inspektorat meliputi pengawasan terhadap kepatuhan hukum dan 

 peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan daerah, serta 

 pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Inspektorat juga 

 berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan, 

 maladminstrasi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan 

 pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, inspektorat bertujuan untuk 
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 memastikan bahwa semua aktivitas pemerintahan dilaksanakan dengan 

 transparansi dan akuntabilitas. 

  Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk melakukan 

 pemeriksaan, audit dan evaluasi terhadap semua aspek pengelolaan 

 pemerintahan daerah termasuk menilai laporan keuangan daerah, 

 memeriksa pelaksanaan kebijakan, menemukan risiko dan kekurangan 

 dalam sistem pengendalian intern pemerintah daerah.7 Selain itu, jika 

 ditemukan penyimpangan yang signifikan, inspektorat berwenang untuk 

 melaporkan hasil pengawasan kepada lembaga yang berwenang. 

 Inspektorat juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala 

 daerah dan pejabat terkait. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk 

 menambah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah  daerah 

 serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

 Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi 

 pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, 

 akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. Pengawasan terhadap 

 tindakan administrasi ini menjadi tugas penting dari inspektorat daerah, 

 yang berfungsi sebagai pengawas internal terhadap pelaksanaan tugas-

 tugas  administratif oleh aparatur pemerintahan daerah.8 Inspektorat 

 
7 Lihat Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota  

 8 Yasin, H.M, Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah 

(Inspektorat Daerah), Pusaka Almaida, Gowa. 2018, hal. 9 
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 daerah diharapkan mampu mendeteksi potensi pelanggaran hukum dan 

 administrasi sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk 

 menghindari terjadinya kerugian bagi negara maupun masyarakat. 

  Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, fungsi 

 pengawasan oleh inspektorat daerah menjadi salah satu landasan utama 

 untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance dijalankan 

 dengan baik di tingkat daerah.9 Hal ini termasuk memastikan bahwa pejabat 

 pemerintahan daerah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta 

 menjaga agar proses administrasi dan pengambilan keputusan dilakukan 

 secara transparan dan bertanggung jawab.  

  Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penerapan 

 kebijakan dan program pembangunan, yang berdampak langsung pada 

 kesejahteraan masyarakat. Adanya pengawasan yang kuat terhadap 

 pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat daerah adalah bagian dari tata 

 kelola pemerintahan yang baik. Terdapat tantangan utama yang dihadapi 

 adalah bagaimana memastikan independensi dan efektivitas inspektorat 

 daerah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.  

  Dalam praktiknya sebagai pengawas, inspektorat daerah sering 

 dihadapkan pada sejumlah masalah yang menghalangi mereka 

 memaksimalkan fungsi untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang 

 baik. Ketika inspektorat daerah yang seharusnya berfungsi sebagai 

 
 9 Zainuddin, Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Good Govenmance, 

Pasca Sarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2015, hal.132 
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 lembaga pengawas independen justru diangkat oleh kepala daerah yang 

 diawasinya. Situasi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang 

 dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta integritas fungsi inspektorat 

 daerah.  

  Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 menyatakan bahwa inspektur daerah diangkat dan diberhentikan oleh 

 kepala daerah, yang menunjukkan ketergantungan struktural inspektorat    

 pada kepala daerah. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan 

 independensi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan audit 

 terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. 

  Secara sosiologis, masyarakat membutuhkan lembaga pengawas 

 yang mampu melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel tanpa 

 intervensi dari pihak yang diawasinya. Posisi inspektorat daerah yang 

 diangkat oleh kepala daerah menimbulkan konflik kepentingan yang 

 potensial. Dalam banyak kasus, seperti contohnya kinerja inspektorat 

 Kabupaten Tegal patut dipertanyakan: banyaknya temuan dugaan 

 korupsi, luput pengawasan diliput oleh redaksi jayantara news, 10

 banyaknya temuan pelanggaran pada penyelenggaran kebijakan pemerintah 

 desa di Kabupaten Tegal, yang ditemukan oleh sejumlah sosial kontrol 

 masyarakat, baik LSM ataupun awak media, khususnya pada pelaksanaan 

 pekerjaan pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa 

 
 10 https://www.jayantaranews.com/?p=96664 , diakses pada tanggal 23 Agustus  2024 

https://www.jayantaranews.com/?author=2
https://www.jayantaranews.com/?p=96664
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 tahun 2023, namun hal itu tidak pernah menjadi temuan inspektorat, 

 terkesan ada pembiaran. Diketahui, bahwa pekerjaan rabat beton itu baru 

 berumur jagung atau belum genap satu tahun selesai, akan tetapi sudah 

 mengalami rusak parah, cor beton terlihat mengelupas, dan diduga tidak 

 memenuhi standar kelayakan teknis (SKT). Namun ironisnya, hal itu tidak 

 ada yang menjadi temuan dari inspektorat selaku aparat pengawas internal 

 pemerintah Kabupaten Tegal. Diduga adanya unsur kesengajaan dan 

 pembiaran, hingga diloloskan dari pemeriksaan dan luput pengawasan 

 inspektorat. Dari pengakuan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek 

 mengaku merasa kecewa dengan hasil proyek tersebut.  

  Pada kasus lain, pengawasan inspektorat Sumenep dituding 

 formalitas, proyek Rp 4,8 M bermasalah diliput oleh e-kabari Madura 

 kinerja pengawasan inspektorat Kabupaten Sumenep kini dituding hanya 

 formalitas belaka. Tersebutlah proyek pompa air tanpa motor yang 

merupakan satu di antara kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumenep.11 

Kasus tersebut menambah deretan proyek bermasalah di Kota Keris, Ilung 

menyampaikan, inspektorat daerah sebagai unsur pengawas memiliki tugas 

membina dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintah, mulai perencanaan 

hingga pelaksanaan. Namun, tugas itu tampaknya tidak terlaksana dengan 

baik oleh Inspektorat, mengingat deretan kasus dugaan dugaan korupsi 

proyek yang terjadi di Sumenep. "Kami justru meragukan tugas inspektorat 

 
 11 https://jejak.co/proyek-rp-48-m-bermasalah-kinerja-inspektorat-sumenep-dinilai-tak-

serius/, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 

https://www.e-kabari.com/2023/10/pengawasan-inspektorat-sumenep-dituding-formalitas-proyek-rp-48-m-bermasalah.html
https://www.e-kabari.com/2023/10/pengawasan-inspektorat-sumenep-dituding-formalitas-proyek-rp-48-m-bermasalah.html
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Sumenep dalam mengawasi proyek tersebut. Kalau pengawasan dari awal 

ketat, maka perbuatan atau tindakan dugaan korupsi bisa dicegah," ujar 

Ilung. Pihaknya meminta inspektorat Sumenep tidak main-main dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya agar masalah korupsi di Kota Keris 

bisa dicegah sejak dini. Sebab, dalam kegiatan pengawasan, melekat 

anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, Plt. Kepala Inspektorat 

Sumenep Achmad Syahwan Effendy saat dikonfirmasi soal proses 

pengawasan instansinya tidak memberikan penjelasan. Ia melimpahkan ke 

bawahannya. Kasus-kasus di atas membuat pengawasan yang dilakukan 

oleh inspektorat daerah menjadi kurang efektif, akibatnya masyarakat 

meragukan netralitas dan ketepatan kritik yang diberikan oleh Inspektorat.  

  Sementara itu, dari aspek filosofis inspektorat daerah yang 

 seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah 

 daerah, idealnya harus memiliki kebebasan yang memadai dalam 

 melaksanakan tugasnya. Namun, jika inspektorat daerah tetap berada di 

 bawah kendali kepala daerah, maka upaya untuk menciptakan pemerintahan 

 yang bersih dan transparan akan sulit tercapai.   

  Prinsip good governance menuntut adanya pemisahan yang jelas 

 antara fungsi pengawasan dan eksekusi agar tercipta check and balances 

 yang efektif dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

 optimalisasi terhadap struktur organisasi inspektorat daerah, salah satunya 

 dengan mengusulkan agar pengangkatan inspektur dilakukan oleh 

 lembaga yang lebih tinggi, seperti pengangkatan oleh kementerian atau 
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 lembaga independen lainnya yang tidak memiliki kepentingan langsung 

 dengan kepala daerah yang diawasi. Hal ini sesuai dengan semangat 

 otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggarisbawahi pentingnya 

 pengawasan yang independen guna memastikan tata kelola pemerintahan 

 yang bersih dan berintegritas. 

  Independensi inspektorat daerah dapat terkompromi oleh hubungan 

 hierarkis antara kepala daerah dan inspektur daerah. Hal ini cenderung 

 kurang independen dalam menjalankan tugas pengawasannya, yang dapat 

 mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan yang dilakukan. 

 inspektorat daerah yang diangkat oleh kepala daerah merasa terikat oleh 

 pertimbangan politis atau tekanan dari kepala daerah, yang bisa 

 mempengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan. 

Dari perspektif masyarakat, adanya kelemahan dalam pengawasan 

oleh inspektorat daerah yang diangkat oleh kepala daerah ini menimbulkan 

kekhawatiran bahwa pengawasan yang dilakukan bisa bersifat parsial dan 

tidak transparan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pemerintah 

daerah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam pengaturan inspektorat daerah, 

yang meliputi pengangkatan pejabat Inspektorat oleh lembaga yang lebih 

tinggi atau independen, agar dapat menjalankan fungsinya  dengan lebih 

bebas dan efektif, serta dapat menjamin tercapainya good governance 

dipemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat 
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penelitian ini dengan judul “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Untuk 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam skripsi ini antara lain :  

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan fungsi   

pengawasan internal pemerintahan daerah saat ini ? 

2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efektivitas peran inspektorat daerah dalam pengawasan internal guna 

mendukung terwujudnya good governance ? 

C.  Tujuan Penelitian 

  Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

 adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran inspektorat 

daerah penerapan prinsip-prinsip good governance di pemerintahan 

daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan  partisipasi publik.  

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai langkah-

langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memperkuat 

peran peran inspektorat daerah dalam mewujudkan good governance. 

D.  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

 secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan 

tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memahami peran strategis 

inspektorat daerah dalam penerapan prinsip prinsip good governance. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang peran inspektorat daerah dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini akan 

membantu mahasiswa memahami pengawasan internal di 

pemerintahan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi 

untuk penelitian atau penelitian lanjutan.  

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat membantu masyarakat meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman tentang peran pengawasan internal 

inspektorat daerah dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan 

panduan bagi masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi 

dalam proses pemerintahan daerah yang lebih baik. 

c. Bagi Inspektorat Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi 

yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan 

internal, sehingga inspektorat daerah dapat berperan lebih efektif 
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dalam mendukung tercapainya tata  kelola  pemerintahan yang 

baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di 

lingkungan pemerintahan daerah. 

d. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi 

yang konkrit untuk memperkuat peran inspektorat daerah dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik 

dalam tata kelola pemerintahan. 

E.  Kerangka Teori 

1. Teori Kelembagaan 

 Dalam hukum administrasi negara, teori kelembagaan adalah jenis 

penelitian yang berfokus pada struktur, fungsi dan cara lembaga pemerintah 

menjalankan fungsi administrasi negara. Scot memberikan penjelasan 

tentang bagaimana sebuah lembaga dibentuk, bagaimana kewenangan dan 

tanggung jawabnya diatur, dan bagaimana lembaga tersebut berinteraksi 

dengan masyarakat dan lembaga lain saat menjalankan tugas publik.12 

Dalam hukum administrasi negara, lembaga juga mencakup prinsip-prinsip 

 
12 Sunarti, Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Kinerja Anggaran Pada  Pemerintah Kota 

Palopo, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, Palopo, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Palopo, 2024, hal. 65 
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yang mengatur akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas lembaga pemerintah.13 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

adalah salah satu undang-undang yang mengatur pembentukan dan struktur 

lembaga di Indonesia. Undang-undang ini memberikan standar umum 

tentang bagaimana lembaga pemerintah harus beroperasi dalam kerangka 

hukum yang jelas dan teratur. 

Teori kelembagaan sangat penting dalam praktik pemerintahan 

untuk memastikan bahwa struktur organisasi pemerintahan dirancang secara 

optimal untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang diatur oleh 

konstitusi dan undang-undang. Selain itu, teori ini menekankan betapa 

pentingnya lembaga pemerintah bekerja sama dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Teori ini juga menekankan pentingnya 

menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen lembaga. 

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meminimalkan konflik 

antar lembaga, salah satu elemen penting dalam teori kelembagaan adalah 

pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara lembaga pemerintah. 

Selain itu, teori ini menekankan bahwa evaluasi dan reformasi kelembagaan 

harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa lembaga 

pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.14 

 
 13 Jemmy Jefry Pietersz, Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang, 

SASI Jurnal, Vol. 23, Ambon, Fakulats Hukum Universitas Pattimura, 2017, hal 167-188 
14 Diah Woro Ayuningtyas, Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik Keimigrasian, Jurnal  JAID, Vol. 2 No. 1, Depok, Politeknik Imigrasi, 2020, hal. 2 
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Implementasi teori kelembagaan dalam upaya mewujudkan good 

governance di pemerintahan memerlukan reformasi struktural dan 

prosedural. Lembaga-lembaga pemerintah harus dilengkapi dengan 

kewenangan yang memadai serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, reformasi kelembagaan 

juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, 

perbaikan sistem informasi dan penguatan kerjasama antar lembaga. 

Dengan demikian, teori kelembagaan memberikan kerangka untuk 

memahami bagaimana struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan 

dapat ditingkatkan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, di 

mana setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum dan standar pelayanan publik yang tinggi. 

2. Teori Kewenangan 

 Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang 

tidak sama dengan kekuasaan. Wewenang terbagi tiga yaitu, wewenang 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan disebut wewenang 

atribusi (atribute bevoegdheid), wewenang yang diperoleh atas dasar 

pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain disebut 

wewenang delegasi (delegatie bevoegdheid) dan wewenang yang 

pelimpahan dalam hubungan  rutin antara bawahan dengan atasan disebut 

wewenang mandat (mandaat bevoegdheid). Kekuasaan hanya mencakup 

hak untuk bertindak atau tidak bertindak.15 Dalam hukum administrasi 

 
 15 Ridwan HR, Op. Cit hal. 71 
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negara, teori kewenangan adalah konsep yang menjelaskan dasar, sumber, 

dan batasan kewenangan lembaga pemerintah, termasuk Inspektorat 

Daerah. Lembaga tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sah untuk 

melaksanakan kewenangan ini, yang diberikan oleh undang-undang atau 

peraturan lainnya. Kewenangan dalam hukum administrasi negara tidak 

hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai 

dengan hukum yang berlaku.16 Hal ini penting untuk menjaga tindakan 

pemerintah legal dan diakui, yang merupakan dasar dari prinsip-prinsip 

good governance. 

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, inspektorat daerah memiliki 

wewenang untuk mengawasi, memeriksa dan menilai pelaksanaan 

kebijakan di tingkat lokal. Inspektorat daerah memiliki wewenang untuk 

melakukan tugas ini, yang diatur oleh berbagai undang-undang, seperti 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi 

pemerintahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sejalan 

dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, 

dan efisiensi. Kewenangan dalam hukum administrasi negara harus 

digunakan dengan tepat, proporsional, dan untuk tujuan yang ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan. 

 
 16 Arief Sidharta, Sistem Hukum dan Kewenangan Negara, Mandar Maju, Bandung, 

2021, hal. 92-95 
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Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara membantu kita 

memahami bagaimana inspektorat daerah dapat membantu menjaga 

pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah melakukan tugas pengawasan 

dengan baik, tanpa melampaui kewenangan mereka atau melakukan 

tindakan yang melanggar hukum. Pengawasan yang efektif dari inspektorat 

daerah, yang bertindak sesuai dengan undang-undang dan berdasarkan 

otoritas yang sah, memungkinkan pemerintahan yang baik, yang mencakup 

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Oleh 

karena itu, teori kewenangan membantu memastikan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh inspektorat daerah selama menjalankan fungsinya 

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. 

Implementasi kewenangan oleh inspektorat daerah harus dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Pengawasan yang 

dilakukan harus transparan, sehingga semua pihak dapat melihat dan 

memahami proses serta hasilnya. Selain itu, inspektorat daerah harus 

bertanggung jawab atas tindakan pengawasannya, memastikan bahwa 

rekomendasi atau tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil 

pengawasan dapat diterapkan dengan efektif.17 Kewenangan inspektorat 

daerah dalam hukum administrasi negara juga mencakup kewajiban untuk 

berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya guna memastikan bahwa 

tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan mendukung 

 
17 Azhari, Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam Konteks Good Governance, 

Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 52-55 



 
 

30 
 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui pemanfaatan 

kewenangan yang tepat, inspektorat daerah berperan penting dalam 

mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di tingkat 

pemerintahan daerah, yang merupakan inti dari good governance. 

3. Teori Pengawasan 

Dalam hukum administrasi negara, teori pengawasan merujuk pada 

mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan dan 

kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

(good governance).18 Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah 

proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan.19 Berbagai tindakan, seperti 

pemantauan, evaluasi dan koreksi, dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi pemerintah. Pengawasan menjadi alat penting bagi 

inspektorat daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan memastikan 

bahwa kebijakan yang dilaksanakan memenuhi standar legalitas, efisiensi, 

transparansi dan akuntabilitas. 

Beberapa jenis pengawasan dalam hukum administrasi negara 

termasuk pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan 

 
18 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 

2014, hal. 2 
19 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 8 
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preventif dan pengawasan represif.20 Pengawasan eksternal dilakukan oleh 

lembaga di luar struktur pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan 

atau lembaga penegak hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga 

atau unit di dalam struktur pemerintah itu sendiri, seperti inspektorat daerah, 

yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas pemerintah daerah. Sementara pengawasan represif bertujuan untuk 

memperbaiki dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang sudah terjadi, 

pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau 

penyimpangan kebijakan terjadi lagi.21 Untuk memastikan bahwa 

pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, 

inspektorat daerah memiliki peran yang lebih besar dalam menjalankan 

pengawasan internal dan preventif. 

Melalui fungsi pengawasannya inspektorat daerah memainkan 

peran strategis dalam memastikan pemerintahan yang baik di tingkat 

pemerintahan daerah. Inspektorat daerah berfungsi dengan menerapkan 

teori pengawasan dalam hukum administrasi negara untuk memastikan 

bahwa semua orang mematuhi hukum dan kebijakan, mencegah 

penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

administrasi publik. Pemeriksaan laporan keuangan, audit kinerja dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah adalah 

bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Akibatnya, 

 
 20 Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 61 
 21 Ibid, hal. 64 
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transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pelayanan publik 

meningkat sebagai hasil langsung dari pengawasan ini, yang merupakan 

komponen penting dari pemerintahan yang baik. 

Pengawasan yang efektif oleh inspektorat eaerah dapat 

menghasilkan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan 

akuntabel di mana semua kebijakan dan tindakan pemerintah dapat 

dipertanggungjawabkan.22 Teori pengawasan dalam hukum administrasi 

negara mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dengan 

menekankan betapa pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap 

pelaksanaan tugas pemerintah dan penerapan sanksi terhadap setiap 

pelanggaran.23 Inspektorat daerah berfungsi sebagai "watchdog" dalam 

konteks ini untuk memastikan bahwa setiap aparatur pemerintah bertindak 

sesuai dengan hukum dan standar etika. Oleh karena itu, peran pengawasan 

ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, tetapi 

juga mendorong sistem administrasi menjadi  lebih baik dan lebih konsisten. 

4. Teori Good Governance 

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen 

kebijakannya yang berjudul; “Governance for sustainable human 

development”, mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai 

berikut: “Governance is the exercise of economic, political, and 

administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means 

 
 22 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 

84 
 23 Nurmayani, Op. Cit, hal. 26 
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by which state being of their population”. Tata kelola pemerintahan yang 

baik, dikenal sebagai gagasan yang menekankan betapa pentingnya 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan efisiensi dalam 

melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, 

pemerintahan yang baik menjadi landasan utama untuk membuat dan 

menerapkan kebijakan publik yang adil dan efektif. Tujuan dari good 

governance adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai 

dengan hukum, melibatkan masyarakat dan bertanggung jawab atas 

keputusan yang diambilnya. Ini sejalan dengan gagasan tentang negara 

hukum (Rechtsstaat), yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus 

didasarkan pada hukum yang jelas dan terbuka. 24 

Prinsip pemerintahan yang baik Prinsip good governance 

menurut UNDP, diantaranya :25 

1. Participation (Partisipasi);  

2. Rule of law (Kepastian Hukum);  

3. Transparency (Transparansi);  

4. Responsiveness (Tanggung Jawab);  

5. Consensus Orientation (Berorientasi Pada Kesepakatan);  

6. Equity (Keadilan);  

 
24 Sedarmayanti, Good Governance Kepemerintahan Yang Baik, Mandar Maju, Bandung, 

2012, hal. 2 
25 Abdul Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Reformasi, Vol. 9 No. 2, Malang, Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi, 2019, hal. 155 
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7. Effectiveness and Efficiensy (Efektifitas dan Efisiensi);  

8. Accountability (Akuntabilitas);  

9. Strategic Vision (Visi Strategik). 

Inspektorat daerah memainkan peran penting dalam memastikan 

implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat pemerintahan 

daerah. Sebagai lembaga pengawas internal inspektorat daerah bertanggung 

jawab untuk melakukan audit, evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja 

perangkat daerah serta penggunaan anggaran publik. Melalui fungsi ini, 

inspektorat daerah membantu mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, 

dan pelanggaran hukum, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan 

program daerah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Dengan 

demikian, inspektorat daerah menjadi pilar utama dalam mendukung tata 

kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

administrasi negara. 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, 

adalah metode penelitian yang berfokus pada studi mengenai aturan-aturan 

hukum yang ada.26 Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian 

hukum yang fokus pada bahan pustaka, terutama bahan hukum primer, 

 
 26 H. Salim HS dan Erlias Septiana Nurbani,  Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal. 20-21 
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sekunder dan tersier.27 Metode ini menelaah konsep, prinsip dan norma 

hukum yang bersifat tertulis, baik dalam perundang-undangan, putusan 

pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya. Penelitian normatif 

digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur fungsi dan 

tugas inspektorat daerah serta bagaimana aturan tersebut dapat 

dioptimalkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

  Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara 

menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah 

dan kebijakan yang terkait dengan fungsi dan tugas inspektorat daerah 

dalam penyelenggaraan good governance. Pada penelitian ini akan 

menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

 
 27 Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2015,  hal. 13-14 
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6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

   Pendekatan kasus pada penelitian bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik 

hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan kasus memberikan 

gambaran langsung tentang bagaimana hukum diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hukum tidak hanya sekadar 

undang-undang itu sendiri, tetapi juga bagaimana ia digunakan dan 

ditafsirkan dalam kasus nyata. Dengan mempelajari kasus, peneliti 

dapat melihat bagaimana hakim membuat keputusan dan bagaimana 

hukum menyelesaikan konflik di masyarakat. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach). 

   Pendekatan konseptual bertujuan untuk dapat memahami 

terhadap penguatan kewenangan gubernur dalam otonomi daerah dari 

sudut pandang analisis konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi 

hukum, tujuan hukum, lembaga hukum termasuk juga melihat 

otonomi dan penguatan kewenangan gubernur dari aspek perundang-

undangan. Pendekatan konseptual akan dapat melahirkan sebuah 



 
 

37 
 

konsep, ide atau gagasan baru kedalam suatu bentuk yang lebih kreatif 

dan inovatif dalam bentuk regulasi perundang-undangan yang baru 

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum 

 Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang 

memiliki sifat mengikat. 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1605); 

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 

Nomor 9) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6); 

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
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Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari 

publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Contoh 

 publikasi ini termasuk buku teks, jurnal hukum, kamus-kamus, dan 

komentar ahli hukum atas putusan pengadilan. Bahan hukum 

sekunder bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dalam 

menjelaskan masalah penelitian.28 Termasuk melakukan wawancara 

dengan pihak yang terlibat dalam pengawasan.29 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu 

bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier 

termasuk kamus, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia 

hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan 

melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan 

bacaan maupun lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang 

ingin di teliti. 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

 
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media  Group, Jakarta, 

2005, hal. 47 

 29 Ibid, hal. 206 
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 Analisis data digunakan untuk membandingkan bahan hukum 

yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ini melibatkan pertimbangan kritis 

dan spekulatif, serta pemikiran secara radikal tentang bagaimana 

seharusnya ada peraturan dan konsekuensi yang akan menyelesaikan 

masalah.30  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Membuat kesimpulan dengan berpikir deduktif, dengan 

gagasan utama terlebih dahulu diawal kalimat, dilanjutkan dengan 

penjelasan khusus dalam paragraf sebagai penegasan dari gagasan utama. 

Karena itu, paragraf deduktif dapat didefinisikan sebagai paragraf yang 

memasukkan gagasan atau konsep di awal kalimat.  

G.  Sistematika Penelitian 

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, 

disetiap bab akan membahas permasalahannya secara terperinci yang  disusun 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 
30 Sutandyo Wignyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, 

Huma, Jakarta, 2012 hal. 147-160 
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Pada bab ini peneliti memaparkan tentang Pemerintahan Daerah, 

Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kedudukan 

Inspektorat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

BAB III  PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti membahas, menjelaskan, menguraikan 

rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan oleh peneliti tentang Optimalisasi Fungsi 

Inspektorat Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik. Meliputi kedudukan dan fungsi 

Inspektorat Daerah sebagai pengawasan internal dan langkah-

langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk 

memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan good 

governance. 

BAB IV  PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberi oleh peneliti 

untuk penelitian yang dibahas 
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